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ABSTRAK 

Barang Milik/Kekayaan Negara adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang 

dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari perolehan lain yang sah, 

tidak termaksuk kekayaan negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan 

kekayaan Pemerintah Daerah). Tanah merupakan subjek kekayaan negara yang 

dikuasai. Dalam prakteknya pelepasan tanah milik negara dalam rangka 

pembangunan dapat dilakukan melalui pelepasan dengan cara pembayaran ganti rugi 

(dijual) dan dengan cara tukar menukar (tukar guling/ruislag). Tanah milik 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Tangerang di 

ruislag dengan badan swasta bernama PT. Pancakarya Griyatama yang mana tanah 

tersebut digunakan untuk membangun pusat pembelanjaan TangCity Mall. Alasan 

tanah tersebut di ruislag karena terkena panologi, belum dimanfaatkan secara optimal 

(idle), menyatukan aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan 

dalam rangka efisiesnsi, dan sebagai pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan 

rencana strategis Hankam. Adapun tujuan melakukan ruislag adalah untuk 

meningkatkan tertib administrasi pelakanaan tukar menukar dalam rangka 

pengamanan aset negara, dan untuk meningkatkan daya guna asset Negara untuk 

kepentingan Departemen/Lembaga. Proses pelaksanaan ruislag tanah negara untuk 

pembangunan pusat pembelanjaan TangCity Mall ini sendiri diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang 

Nomor  1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar 

Barang Milik/Kekayaan Negara.    

 


